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ABSTRACT

T'his research entitled Management of the Village Fund Allocation (ADD) in Rural
Tanjung Tambak Baru Tanjung Baru Disiriet Of Ogan Ilir. This research aims to describe
how the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tanjung
Tambak Baru and jaciors that hinder the managemeni of village fund allocations. This
research uses qualitative descriptive methods, which aim to describe or give the illustraion
of the object. The object of this research is the Head of the Village and the Village devices
as a resource or informant. The data, which were collected through observation, interview
and documentary techniques, were qualitative data. The informants were determined using
the purposive sampling technique. Data analysis methods that use are data reduction, data
display, and conclusion. The result of this research is there are several stages of
management of Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tanjung Tambak Baru
which is planning and budgeting stage, implementation and administration phase, and
accountability phase. The stages of managing the Village Fund Allocation have not been
well implemented, it is seen from the few who attended the village meeting and the village
apparatus who did not perform their duties and functions properly. Factors inhibiting the
management of Village Fund Allocation due to low human resources, lack of information,
and low communiiy pariicipaiion.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung
Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupatan Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang
dilaksanakan di Desa Tanjung Tambak Baru dan faktor yang menghambat pengelolaan
Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
tujuan dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek
penelian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai narasumber atau informan.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan
dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber purposive sampling. Metode
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru yaitu tahap perencanaan dan
penganggaran, tahap pelaksanaan dan penatausahaan. serta tahap pertangungjawaban.
Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum terlaksana dengan baik, ini
terlihat dari sedikitnya yang hadir dalam musyawarah desa dan aparatur desa yang tidak
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan Alokasi
Dana Desa karena rendahnya sumber daya manusia, kurangnya informasi, dan
keikutsertaan masyarakat yang rendah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Desa.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka
semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia
dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Oleh karena itu, pada Peraturan
Perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang
kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan
situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan
pemerintah pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber
daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Dalam Undang-
Undang Nomor 06 Pasal 72 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah mengatur sumber
pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain
dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat
sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun
donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah yang diberikan pemerintah desa
untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya

adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana



tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dalam Undang-Undang Nomor 06
Pasal 72 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan. Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa
sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari
masing-masing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Pasal 1 Ayat (8) juga
dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APBDesa merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan
operasional Pemerintahan Desa, yang disetujui oleh masyarakat desa. Lebih lanjut,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa mengatur struktur APBDesa, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;

c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;



d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan pihak ketiga.
2. Belanja Desa
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri dari:
a. Belanja langsung, terdiri dari:
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Modal;
b. Belanja tidak langsung, terdiri dari:
1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
2. Belanja Subsidi;
3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
4. Belanja Bantuan Sosial;
5. Belanja Bantuan Keuangan;
6. Belanja Tak Terduga.
3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaanyang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:



1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman.
b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa;
3. Pembayaran Utang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang
sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good
governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses
penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan
pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti
terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi
dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan
dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas
pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu
ditangani pada level desa. Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa,
khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar
APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas

dan akuntabilitas.



Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa
(ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.
Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk menunjang segala sektor dimasyarakat, serta
untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam
penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya
gotong royong masyarakat.

Masalah-masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dilihat dari beberapa
aspek yaitu, sebagai berikut:

1. Aspek regulasi, persoalan pada kelembagaan terlihat dari belum lengkapnya regulasi
dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa. Dan potensi tumpang tindih
kewenangan Kementrian Desa (Kemendes) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah
Desa Kemendagri. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari
ADD vyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kurang
berkeadilan. Selain itu, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa
tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.

2. Aspek tatalaksana, terdapat lima persoalan. Yakni, kerangka waktu situs pengelolaan
anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang
dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, dan transparansi
rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah. Dan laporan
pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.
Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang

diperlukan desa.



3. Aspek pengawasan, terdapat tiga potensi persoalan. Yakni efektivitas inspektorat daerah
dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah,
saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang
lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

4. Aspek sumber daya manusia, terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping
berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa.
(https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-
dalam-alokasi-dana-desa, 1 November 2017 20:40 WIB).

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu daerah otonom di Sumatera Selatan
yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang
berkembang dan mandiri. Pengelolaan Alakosi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kabupaten
Ogan Ilir masih kurang efektif, terlihat dari kurangnya akuntabilitas yang diberikan kepada
masyarakat, dan masih saja terkendala faktor kurangnya sumber daya manusia dalam
Pengelolaan ADD.

Desa Tanjung Tambak Baru berada dalam wilayah Kecamatan Tanjung Batu
Kabupatan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Desa Tanjung Tambak
Baru memilki luas sekitar 572 Hektar. Desa Tanjung Tambak Baru saat ini memiliki 1.803
jiwa penduduk dengan rincian sebanyak 832 jiwa penduduk laki-laki dan 970 penduduk
perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Tanjung Tambak Baru sebanyak 321 KK
(Kartu Keluarga). Desa Tanjung Tambak Baru dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
masih terkendala pada tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana pendapatan Desa
Tanjung Tambak Baru terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Sumber-
sumber pendapatan di Desa Tanjung Tambak Baru tersebut dapat dilihat dari tabel di

bawabh ini:



Tabel 1 Sumber Pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru (APBDesa)

No. | Uraian Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | Presentase (%)

1. | Pendapatan Asli Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 0,23
Desa (PAD)

2. | Dana Desa APBN Rp 758.780.000 Rp 455.268.000 69,90

3. | Alokasi Dana Desa | Rp 255.369.000 Rp 153.221.400 23,52
APBD

4. | Bantuan Keuangan Rp 82.800.000 Rp 41.400.000 6,35
Kabupaten
Jumlah Rp 1.098.449.000 | Rp 651.389.400 100

Sumber: APBDesa Desa Tanjung Tambak Baru Tahun 2017

Tabel 1 di atas bisa dilihat sumber-sumber pendapatan Desa Tanjung Tambak Baru,
dengan pendapatan asli desa jumlah anggaran dan realisasinya sama yaitu sebesar Rp
1.500.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 0,23 persen dari pendapatan asli desa,
dana desa (APBN) jumlah anggaran yang di tetapkan Rp 758.780.000 sedangkan jumlah
realisasinya Rp 455.268.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 69,90 persen dari
dana desa, sumber pendapatan desa dari alokasi dana desa dengan jumlah anggaran Rp
153.221.400 sedangkan realisasi Rp 153.221.400 atau sumber pendapatan desa sebanyak
23,52 persen dari alokasi dana desa. Dan sumber pendapatan desa dari bantuan keuangan
kabupaten jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 82.800.000 sedangkan realisasinya Rp
41.400.000 atau sumber pendapatan desa sebanyak 6,35 persen dari bantuan keuangan
kabupaten.

Sumber pendapatan desa dari transfer alokasi dana desa dipilih karena dana
tersebut adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penulis
ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh pemerintahan desa
dalam mencapai tujuan ADD.

Berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2017 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, menerima Alokasi Dana Desa Yang bersumber



dari APBD Sebesar Rp 255.369.000 (Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah). Anggaran ini pada perencanaan digunakan untuk berbagai belanja
aparatur dan operasional pemerintah desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa serta
bidang pembinaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Desa Tanjung
Tambak Baru No. 04 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2017. Sebagai berikut:

Tabel 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa

No. Uraian Jumlah Anggaran (Rp) KET.
1. | Sumber Pendapatan
Rp 255.369.000 APBD
Alokasi Dana Desa
Jumlah Rp 255.369.000
2. | Belanja Desa Rp 60.750.000 ADD
a) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Rp 194.619.000 ADD
b) Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Rp 1.000.000 ADD
c) Bidang Pembinaan
Masyarakat
Jumlah Rp 255.369.000

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan data Peraturan Desa Tanjung Tambak Baru No. 04 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Rp
255.369.000 dengan penggunaan ADD masih belum sesuai dengan aturan. Di mana
seharusnya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut
rincian penggunaannya yaitu untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa
sebesar 30% dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Namun
penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Tambak Baru lebih besar pada bidang

penyelenggaraan pemerintahan dari pada bidang pembinaan masyarakat. Di mana seharus




dana yang bersumber dari APBD tersebut harus ditujukan pada bidang pemberdayaan

masyarakat karena itu merupakan tujuan dari Alokasi Dana Desa.

Hal ini terlihat dalam tahap perencanaan yang merupakan tahap awal saja sudah
tidak benar-benar diperhitungkan dengan baik. Ini terjadi karena Pemerintahan Desa
Tanjung Tambak Baru dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak mengetahui mengenai
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Tata Cara
Pembagian, Penetapan, dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa. Sehingga dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami kesulitan karena tidak memiliki pedoman yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut pengamatan penulis Desa Tanjung Tambak Baru, dalam pelaksanaan
bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di wilayah Desa Tanjung Tambak
Baru masih kurang maksimal serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat juga
masih kurang maksimal. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya
komunikasi dari organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan masyarakat.

2. Rawan terhadap penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya
untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain itu kurangnya efisiensi kinerja aparatur
desa, sehingga diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan
Badan Pengawas Desa.

3. Sumber daya manusia juga menjadi masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Tanjung Tambak Baru dan Penetapan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
yang masih kurang prioritas, terlihat dari kinerja aparatur desa dalam penyusunan
rencana anggaran yang belum sesuai dengan pembangunan yang diperlukan

masyarakat.



4. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengalokasian dana desa
di Desa Tanjung Tambak Baru sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk
kepentingan pembangunan desa masih belum dilaksanakan dengan baik. Pengawasan
yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemakaian
anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi
pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan
pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah
ukuran yang dijadikan patokan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan
pengawasan.

Dengan kondisi permasalahan pengelolaan dana desa tersebut masyarakat menjadi
tidak tahu besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desanya, tidak dapat
menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana Alokasi Dana Desa
(ADD). Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan
Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat
dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup
permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pendesaan yang dilaksanakan
harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan
prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Masalah-masalah diatas, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung
Tambak Baru, peneliti melihat harus adanya penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan faktor yang menghambat pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka
penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru Kecematan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Tambak
Baru?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Tanjung Tambak Baru?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarakan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung
Tambak Baru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Tanjung Tambak Baru.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi
bagi pengembangan konsep ke ilmuan bagi kajian llmu Administrasi negara dan
juga khususnya bagi konsentrasi keuangan negara serta menambah wawasan dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-
pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi
Dana Desa (ADD) serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan

kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
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